
BAB IV 

ANALISIS MENGENAI PENGAMBIL ALIHAN TANAH HAK PAKAI 

TANPA IZIN YANG BERHAK ATAS PERKEBUNAN TEH PPTK (PUSAT 

PENELITIAN TEH DAN KINA) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN 

BANDUNG 

A. Pengaturan Hukum mengenai Pengambil alihan Tanah Hak Pakai 

Kebun Percobaan Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) oleh 

Masyarakat di Kabupaten Bandung 

  Pengertian Hak Pakai telah tertera dan dikemukakan di dalam Pasal 

41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa hak pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat 

yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa, penjanjian pengolahan 

tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

  Pada dasarnya Hak Pakai dapat dialihkan, dalam hal terdapat tanah 

yang dikuasai oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada 

pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat yang 

berwenang menurut Hirarki Kewenangan di Indonesia adalah Menteri 

Pertanian sebagai pejabat yang berwenang untuk perizinan dalam 

pengalihan hak, khususnya Hak Pakai. Artinya Menteri Pertanian memiliki 



kewenangan untuk mengizinkan proses penguasaan tanah yang awalnya 

dikuasai oleh negara kepada Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun asing 

baik secara perorangan ataupun lembaga. Dalam hal tanah Pusat Penelitian 

Teh dan Kina (PPTK), perizinannya sudah ada dengan Surat Keterangan 

yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian Nomor 

OT.210/552/Mentan/XII/92, tentang Pendirian Pusat Penelitian Teh dan 

Kina. Adapun proses pemberian hak pakai yang ditetapkan adalah Pusat 

Penelitian Teh dan Kina (PPTK) harus memohon pemberian hak tanah yang 

akan dikuasai sebagai aset Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) kepada 

pejabat yang berwenang memberikan Hak, yang dalam hal ini adalah Badan 

Pertanahan Nasional dengan cara mendaftarkan tanahnya. 

  Adapun hak milik dapat dialihkan yang secara umum telah diketahui 

bersama bahwa pengalihannya adalah dapat dilalui dengan berbagai cara, 

seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya apabila disetujui dan diberikan 

izin oleh pemegang hak sebelumnya. Dengan demikian, dalam 

hubungannya dengan kasus pengambil alihan tanah hak pakai tanpa izin 

oleh masyarakat desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung 

adalah masyarakat seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada 

Lembaga Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) apabila ingin menghaki 

tanah yang berada di KP. Cinchona Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari 

Kabupaten Bandung menjadi hak milik sehingga bisa digarap perorangan, 

tentunya dengan proses pendaftaran tanah yang sama melalui Badan 

Pertanahan Nasional. 



  Sementara itu, dalam kaitannya dengan kasus pengambil alihan 

tanah Hak Pakai oleh masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari 

Kabupaten Bandung adalah tidak adanya proses pengalihan hak yang sah 

dan tanpa izin dari yang berhak untuk dikuasai sendiri secara mandiri 

sebagai hak milik. 

  Hak Milik diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 27 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam 

pengertiannya hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

  Untuk mengajukan hak milik, masyarakat dapat mengajukan 

permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya 

setempat. Namun, sebelum mengajukan permohonan, masyarakat harus 

memastikan mengenai tanah tersebut memnuhi kriteria yang dapat 

melakukan peningkatan status kepemilikan. 

  Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah 

untuk Rumah Tinggal, status hak Milik dapat diberikan atas tanah Hak Pakai 

yang dijadikan rumah tinggal milik perseorangan atau individu yang 

merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki luas 600 m2 

(enam ratus meter persegi) atau kurang. Selain itu, masyarakat perlu 



memastikan juga bahwa tanah yang akan alihkan menjadi hak milik belum 

beralih hak. 

  Apabila kriteria-kriteria untuk mengalihkan status menjadi Hak 

Milik, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan dengan 

menyertakan sejumlah dokumen, yaitu: 

1. Sertifikat tanah yang bersangkutan; 

2. Bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal, berupa: 

a) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mencantumkan 

bahwa bangunan yang bersangkutan memang digunakan untuk 

tempat tinggal; atau 

b) Surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat bahwa 

bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal (jika 

IMB belum dikeluarkan). 

3. Fotokopi SPPTB PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak 

Bumi dan Bangunan) terakhir. Persyaratan ini khusus untuk tanah yang 

luasnya 200 m2 atau lebih; 

4. Bukti identitas pemohon; 

5. Pernyataan pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik maka yang 

bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah 

tinggal tidak lebih dari 5 bidang tanah seluruhnya dengan luas tidak 

lebih dari 5000 m2. 

  Apabila tanah yang akan dinaikkan statusnya dari Hak Pakai 

menjadi Hak Milik merupakan warisan, maka permohonan peningkatan 



harus disertai dengan surat keterangan waris atau akta waris dan surat kuasa 

yang diberikan para ahli waris kepada pemohon. 

  Setelah masyarakat memiliki cukup kriteria mendaftarkan tanahnya, 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan memproses 

pendaftaran tanah yang dihaki sebagai berikut: 

 

  Hak Pakai atas tanah Negara yang diberikan untuk jangka waktu 

tertentu dan Hak Pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan Hak Pakai atas tanah hak milik 

hanya dapat dialihkan apabila hal ini dimungkinkan dalam perjanjian 

pemberian hak pakai atas tanah hak milik tersebut. Adapun cara 

Sumber: BPNRI.go.id 



peralihannya adalah Jual beli; Tukar menukar; Penyertaan dalam modal; 

Hibah; dan pewarisan. 

  Peralihan Hak Pakai wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

Apabila peralihan hak pakai dilakukan melalui jual beli (kecuali lelang), 

tukar menukar, penyertaan modal dan hibah maka wajib dilakukan dengan 

akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan terhadap peralihan hak yang 

dilakukan melalui jual beli secara lelang wajib dibuktikan melalui Berita 

Acara Lelang. Namun apabila peralihan Hak Pakai terjadi karena pewarisan, 

maka harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris. 

  Peralihan hak pakai atas tanah negara harus mendapatkan izin dari 

pejabat yang berwenang. Pengalihan hak pakai atas tanah hak pengelolaan 

harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan, 

sedangkan pengalihan hak pakai atas tanah hak milik harus mendapatkan 

persetujuan tertulis dari pemegang hak milik tanah tersebut. 

  Proses pengalihan tanah hak pakai sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai Atas Tanah telah memberikan petunjuk bahwasanya masyarakat 

yang akan menguasai tanah harus mendapatkan perizinan dari pejabat yang 

berwenang dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

  Dalam kasus pengambil alihan tanah hak pakai tanpa izin yang 

berhak atau kuasanya jelas bahwa disini masyarakat telah menyalahi 



aturanya sebab untuk menduduki atau menguasai tanah harus ada izin dari 

yang berhak dan yang berwenang. Untuk menguasai tanah dari Pusat 

Penelitian Teh dan Kina, seyogyanya masyarakat melakukan permohonan 

sesuai prosedur kepada Badan Pertanahan Nasional dengan syarat harus 

memenuhi terlebih dahulu kriteria-kriteria untuk mendapatkan status hak 

atas tanah, yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

  Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan 

oleh rakyat tanpa izin pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal 

pemakaian tanah yang sudah ada, dalam masa jabatan Menteri Agraria 

Mohammad Hanafiah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 

Tahun 1954 tentang “Penyelesaian soal pemakaian tanah pekebunan oleh 

rakyat” (LN 1954 nomor 65, penjelasannya dimuat dalam TLN nomor 594). 

Undang-Undang Darurat tersebut kemudian diubah dan ditambah Undang-

Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara 1956 Nomor 45, 

penjelasannya dimuat dalam TLN nomor 1060). 

  Boedi Harsono juga mengemukakan bahwa soal pendudukan tanah 

perkebunan oleh rakyat sebenarnya bukan kejadian yang baru dijumpai 

sesudah selesainya perang dunia ke-II. Sebelum itu, perusahaan-perusahaan 

kebun besar sudah menghadapi masalah tersebut. Hal itu dapat kita ketahui 

misalnya dalam ketentuan-ketentuan dalam ordonansi tahun 1937 yang 

dimuat dalam S. 1937 no. 560 tentang “nadere regeling van de 

rechtsvordering tot ontruiming va onrechtmatig door Indonesiers in gebruik 



genomen erfachts percelen”. 1 Dalam ordonantie itu dimuat ketentuan-

ketentuan yang mewajibkan para pemegang hak erfacht untuk mengajukan 

untutan pengusiran pada pengadilan Perdata terhadap rakyat yang 

menduduki tanah perkebunannya, jika ia menghendaki agar haknya atas 

tanah yang bersangkutan tetap berlangsung. 

  Tuntutan perdata saja tidak dapat mengatasi persoalan okupasi oleh 

rakyat tersebut, maka oleh Pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan suatu 

ordonantie tahun 1948 yang dimuat dalam S. 1948 no. 110 yaitu 

“Ordonantie onrechtmatige occupatie van gronde”.2  Ordonansi tersebut 

melarang pemakaian tanpa izin yang berhak dengan memberi ancaman 

hukuman pidana. Larangan tersebut tidak terbatas pada tanah-tanah 

perkebunan saja, melainkan mengenai juga tanah-tanah lainnya. Peraturan 

tersebut baru berlaku di keresidenan Sumatra Timur (S. 1948 no. 111). 

Maka S. 1948 no. 110 tidak dapat dipakai oleh Pemerintah Nasional untuk 

menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Maka, diadakanlah Undang-

Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tersebut. 

  Pada tahun 1957, dengan maksud yang sama dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1954, tetapi mengenai tanah-tanah bukan 

perkebunan dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan darat selaku Penguasa 

Militer atas daerah Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia Peraturan 

Penguasa Militer no. Prt/PM/014/1957. Peraturan ini dikeluarkan 

                                                           
  1 Engelbrecht, 1960, hlm. 2980. 
  2 Engelbrecht, 1960, hlm. 2057. 



berdasarkan Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (SOB, diatur 

dalam S. 1939 no. 582). Dengan mulai berlakunya Undang-Undang 

Keadaan Bahaya 1957 (LN 1957 no. 160) peraturan tersebut diganti dengan 

Peraturan Penguasa Perang Pusat no. Prt/Peperpu/011/1958 tentang 

“Larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya”.  

 Peraturan ini dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, selaku 

Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat. Dengan Peraturan 

Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/041/1959, peraturan tersebut 

ditambah dan diubah hingga berlaku juga terhadap tanah-tanah perkebunan 

dan kehutanan. 

  Akhirnya dengan mulai berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 

1959 tentang “Keadaan Bahaya” (LN 1960 no. 66), waktu berlakunya 

peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut berakhir pada tanggal 

16 Desember 1960. Sebagai gantinya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 

51 Prp. Tahun 1960 tentang “Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang 

berhak atau kuasanya” (LN 1960 no. 158, penjelasannya dimuat dalam TLN 

2106) yang berlaku baik terhadap tanah-tanah perkebunan, maupun bukan 

perkebunan. 

  Dengan tidak berlakunya lagi Peraturan penguasa Perang Pusat 

tersebut, berlakulah kembali S. 1948 no. 110, Undang-Undang Darurat 

Nomor 8 Tahun 1954 dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956. 

Karena tidak mungkin dipergunakan lagi, dengan mulai berlakunya 

Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tersebut, ketiga peraturan itu 



dicabut kembali. Dinyatakan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut bahwa 

Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian 

Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya termasuk pengertian 

peraturan landreform. Tiap negara mempunyai ciri khusus dalam 

pelaksanaan landreform, dan tentunya tidak terkecuali Indonesia.  

  Dalam hal ini pengambil alihan tanah tanpa izin yang berhak pada 

sebidang tanah yang luasnya sekitar 90.000 m2 milik Pusat Penelitian Teh 

dan Kina (PPTK) yang berstatus tanah Hak Pakai, dengan instrumen hirarki 

peraturan yang digunakan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 Amandemen ke-IV yang diimplementasikan dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 

menjadi peraturan yang mengikat untuk diimlementasikan dalam kasus 

pengambil alihan tanah tanpa izin dari yang berhak sebab dalam peraturan-

peraturan tersebut telah dijelaskan proses yang sesuai dengan hukum positif 

di Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya tidak 

digunakan dalam hal ini sebab ranahnya dalam hukum pidana. 



B. Akibat Hukum Pengambil Alihan Tanah Hak Pakai Tanpa Izin Dari 

Yang Berhak Atas Perkebunan Teh Pusat Penelitian Teh dan Kina 

(PPTK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

  Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia telah 

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang 

Pokok Agraria, yang memuat pokok-pokok dari Hukum Tanah Nasional 

Indonesia. Walaupun sebagian besar pasal-pasalnya memberikan ketentuan 

mengenai hak-hak atas tanah, namun sebagian ketentuan yang bersifat 

pokok banyak materi pengaturan yang bersifat lebih rinci yang masih perlu 

ditetapkan. Keperluan akan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci ini selama 

lebih dari tiga puluh tahun dipenuhi dengan pengaturan teknis operasional 

dalam bentuk yang lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah. 

  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan 

Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa pemberian hak atas tanah adalah 

penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, 

termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta 

pemberian hak di atas hak pengelolaan. 

  Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah diberikan kepada: 

1. Kepala Kantor Pertanahan 



Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan 

Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia melalui kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional. 

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah instansi vertikal 

Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia. 

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Kepala Kantor Pertanahan, kepala Kantor Wilayah BPN, dan kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai 

kewenangannya masing-masing dalam rangka Pemberian Hak Atas 

Tanah. Jika ditinjau berdasarkan Hak Pakai Atas Tanah, maka 

pembagian kewenangan tersebut, antara lain: 

a. Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: 

1) pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah 

pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m2 (lima puluh 

ribu meter persegi); 

2) pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah non 

pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m2 (tiga ribu meter 

persegi); 



3) pemberian hak pakai untuk badan hukum swasta, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 

m2 (dua puluh ribu meter persegi); 

4) pemberian hak pakai atas tanah hak pengelolaan; dan 

5) pemberian hak pakai aset pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

b. Kepala Kantor Wilayah  Badan Pertanahan Nasional memberikan 

keputusan mengenai: 

1) pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah 

pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 m2 (lima puluh ribu 

meter persegi) dan tidak lebih dari 100.000 m2 (seratus ribu 

meter persegi); 

2) pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah non 

pertanian yang luasnya lebih dari 3.000 m2 (tiga ribu meter 

persegi) dan tidak lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter 

persegi); 

3) pemberian hak pakai untuk badan hukum swasta, 

BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 

20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 

150.000 m2 (seratus lima puluh ribu meter persegi).  

  Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa Cibeureum 

Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung tidak melakukan prosedur yang 



benar untuk mendapatkan tanah Pusat Penelitian Teh dan Kina. Dengan 

demikian masyarakat tidak dapat menghaki tanah sebab tidak mendapatkan 

izin dari Pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah untuk 

dikuasai. Lain halnya dengan lembaga Pusat Penelitian Teh dan Kina yang 

melakukan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai Atas Tanah, bahwa perolehan Hak Pakai yang dimiliki sebagai 

aset Pusat Penelitian Teh dan Kina adalah dengan keputusan Menteri serta 

izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional. 

 Penulis berpendapat bahwa masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan 

Kertasari Kabupaten Bandung telah mengakibatkan kerugian kepada Pusat 

Penelitian Teh dan Kina (PPTK), akibatnya setidak-tidaknya masyarakat 

harus mengganti kerugian yang didapatkan oleh Pusat Penelitian Teh dan 

Kina. Dengan tata cara sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya 

bahwa untuk perorangan pemohon hak atas tanah dengan syarat: nama, 

umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan serta mengenai 

isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya, jika 

dikuasakan kepada pihak lain perlu dilengkapi dengan surat kuasa yang 

dilampiri fotocopy KTP/paspor penerima kuasa dan pemberi kuasa. 

Kemudian data yuridis yang harus dipenuhi adalah Sertipikat dan Peta 

bidang tanah/surat ukur atas tanah yang akan dihaki. 

  Ditinjau dari sejarahnya selama pendudukan Jepang banyak tanah 

perkebunan yang ditinggalkan telah dipakai oleh rakyat untuk menanam 



tanaman guna keperluan sehari-hari. Seringkali hal ini terjadi atas perintah 

Jepang atau seizin mereka. Di zaman revolusi tambah meningkat pemakaian 

tanah oleh rakyat untuk tanaman-tanaman makanan ini. 

  Berdasarkan kenyataan ini, pemerintah Federal merasa perlu untuk 

mengadakan peraturan yang bertujuan mencegah bertambah meluasnya 

pemakaian tersebut. Dengan S. 1948/110, “Ordonantie onrechtmatige 

occupatie van grouden”, maka pemakaian tanah “Vrij landsdomein vrij 

zelfbestuurs domein, erfacht dan landbouwconcessies” secara tidak sah, 

sejak tanggal 10 Juni 1948 (mulai berlakunya ordonansi tersebut hanya 

untuk Sumatera Barat) dikarenakan sanksi. Redaksi dari ordonansi ini 

sangat luas, tidak diadakan perbedaan antara pemakaian degan itikad baik 

atau itikad jahat. Dalam ordonansi ini juga dapat dihukum si pemakai 

dengan itikad baik, yang menurut S. 1937/360 dilindungi.3Kemudian tibalah 

pada penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang 

Penyelesaian Soal Perkebunan oleh rakyat sebagai undang-undang 

(Lembaran Negara 1954/85). 

  Dalam peristiwa pengambil alihan tanah Hak Pakai Perkebunan Teh 

milik Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK), yang terkena akibat hukum 

tentu bukan hanya berimbas pada masyarakat yang melakukan perbuatan 

pengambil alihan tanah tanpa seizin pihak Pusat penelitian Teh dan Kina. 

Berdasarkan kasus ini dapat dikatakan bahwa peristiwa pengambil alihan 

                                                           
  3 Sudargo Gautama, Hukum Agraria Antar Golongan, Alumni, Bandung, 1973, 

 hlm 100. 



tanah hak pakai tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya di Desa 

Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung merupakan kesalah 

pahaman masyarakat terhadap Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) 

mengenai status hak atas tanahnya. 

  Dari perspektif hukum perdata, peristiwa ini dapat juga digolongkan 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung terhadap Pusat 

Penelitian Teh dan Kina (PPTK), sebab dalam hal ini Pusat Penelitian Teh 

dan Kina (PPTK) telah melakukan dan memperhatikan hal-hal yang harus 

dilakukan, seperti mendaftarkan tanah aset Kebun Percobaan tersebut atas 

Hak Pakai ke Badan Pertanahan Nasional serta telah disetujui oleh Menteri 

Pertanian Indonesia. Maka dari itu, masyarakat harus mengganti kerugian 

Pusat Penelitian Teh dan Kina dan sebaliknya, Pusat Penelitian Teh dan 

Kina (PPTK) dapat menggugat masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan 

Kertasari Kabupaten Bandung sesuai dengan peraturan perbuatan melawan 

hukum yang telah dilakukannya, walaupun pada pelaksanaannya 

masyarakat dituntut dalam ranah hukum pidana.  

C. Upaya Penyelesaian yang dilakukan Pusat Penelitian Teh dan Kina 

(PPTK) terhadap Peristiwa yang terjadi di Perkebunan Teh 

Kabupaten Bandung 

  Penyelesaian masalah pengambil alihan tanah tanpa izin lazimnya 

dilakukan dengan cara khas Indonesia, yaitu jalan berunding atau 

musyawarah. Dalam perundingan ini turut serta wakil rakyat, pengusaha 



dan panitia pemerintah. Terlebih dahulu oleh Menteri Agraria ditetapkan 

suatu jangka waktu untuk penyelesaian perundingan itu. Apabila 

perundingan berhasil dengan suatu persetujuan, maka penyelesaiannya akan 

ditetapkan daam sebuah keputusan bersama dalam 5 Menteri: Menteri 

Agraria Pertanian, Perekonomian, Dalam Negeri dan Kehakiman. Jika 

perundingan tidak berhasil, dalam hal ini akan dibuat keputusan bersama 

dari 5 Menteri atas usul Gubernur (Kepala Daerah Istimewa Djogyakarta, 

Walikota Jakarta Raya) atau panitia yang ditunjuk. 

  Dalam rangka penyelesaian masalah ini yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Nasional dapat dilihat instruksi Menteri Dalam Negeri Republik 

Jogjakarta stijl lama Nomor 3/H/50 ttg. 8 Maret 1950: terhadap pengambil 

alihan tanah tanpa izin dari sebelum tanggal 27 Desember Tahun 1949 tidak 

dapat dilakukan tuntutan pengosongan atau tuntutan pidana. Instruksi ini 

digunakan sebagai pedoman untuk seluruh Indonesia. 

  Menurut sistem hukum positif Indonesia dalam upaya 

menyelesaikan sengketa tanah terdapat upaya-upaya penyelesaian yang 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yang meliputi penyelesaian 

sengketa secara litigasi dan non litigasi, atau yang lebih dikenal dengan 

ADR (Alternatif Dispute Resolution). 

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan (Litigasi) 

  Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para 

pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila 

penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertahanan Nasional 



tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka 

penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Penyelesaian melalui 

Badan Peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan umum secara perdata 

atau pidana, jika sengketa mengenai penyelesaian pemakaian tanah 

secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 51 

Prp. Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang 

berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. 

2. Penyelesaian non litigasi, atau yang lebih dikenal dengan ADR 

(Alternative Dispute Resolution) 

a) Arbitrase 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat informal, 

tertutup, murah dan efisien diharapkan mampu menyelesaikan 

sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak. Arbitrase 

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dipilih oleh para pihak dengan memuatnya sebagai 

klausul dalam suatu perjanjian khusus setelah sengketa terjadi. 

b) Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. 

Menurut pendapat Maria S.W. Sumardjono, di samping 

arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

yang dapat dipilih adalah mediasi. Mediasi pada intinya adalah: 

“a procces of negotiations facilitated by a third person(s) who 

assist disputsants to pursue a mutually agreeable settlement of 



their conflict. 4  Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Maria 

S.W. Sumardjono, sebagai suatu cara penyelesaian sengketa 

alternatif, mediasi mempunyai ciri: waktu yang singkat 

terstruktur berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara 

intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif.5 

c) Penyelesaian Sengketa dari dan oleh Badan Pertanahan 

Nasional  

Dalam lingkup ini, sengketa pertanahan timbul karena adanya 

klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/ 

badan hukum) yang berisi keberatan dan tuntutan terhadap suatu 

keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional. Isi keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan 

hak-hak mereka atas suatu bidang tanah milik mereka. Adanya 

klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara 

administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari 

Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan yang dimaksud 

adalah untuk melakukan koreksi administratif terhadap suatu 

keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (Sertifikat/ 

Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), sebagai 

kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

                                                           
  4 Kirtley, 1995. 
  5 Nolan Haley, 1992. 



d) Penyelesaian via Mediator Pemerintah Daerah (sebagai 

mediator independen tidak memihak) 

Komitmen utama dari Pemerintah Daerah dalam hal mengatasi 

konflik adalah bersikap netral, tidak mendukung salah satu 

pihak yang berkonflik. Salah satunya dengan mengundang 

mediator yaitu pihak yang netral, professional dan tidak terlibat 

dalam sengketa yang dibicarakan, termasuk tidak dipengaruhi 

oleh pandangan salah satu pihak yang sedang bersengkata. 

Dengan cara seperti itu, Pemerintah Daerah akan dapat 

menunjukan komitmennya yang berdiri netral dan mau 

menyelesaikan persoalan-persoalan secara konsisten. Hal ini 

sejalan dengan semangat dan arahan di dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Revisi dari 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). 

  Munculnya berbagai persoalan hukum utamanya kualitas dan modus 

kejahatan serta kepentingan perlindungan hukum para korban kejahatan 

baik terhadap individu maupun masyarakat pada umumnya, termasuk 

kejahatan yang berpotensi terhadap konflik pertanahan yang sangat 

kompleksitas sifatnya merupakan salah satu contoh kasus yang mendesak 

untuk diantisipasi demi terciptanya hukum yang adil. 

  Dalam hal ini, peristiwa pengambil alihan tanah perkebunan tanpa 

izin dari Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) melakukan upaya 

penuntutan atas pengambil alihan yang terjadi dalam ruang lingkup hukum 



pidana dan membiarkan kewenangan Pengadilan Negeri setempat 

menanganinya. 

  Berdasarkan data yang diperoleh, tanah yang ditanami ribuan pohon 

teh di wilayah Cinchona Desa Cibeureum Kabupaten Bandung ini adalah 

tanah Hak Pakai yang di dalam Surat Keterangan Pendirian Pusat Penelitian 

Teh dan Kina tahun 1992, dan tanah tersebut sudah didaftarkan hak atas 

tanahnya pada tahun yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 

1992 sampai dengan tahun 2015 tanah tersebut baru terpakai selama 23 

tahun, yang berarti masih ada sisa 2 tahun dan bisa diperpanjang lagi untuk 

20 tahun. 

  Selain itu, peneliti berpendapat bahwa untuk menghindari adanya 

dugaan-dugaan yang tidak diinginkan seperti yang telah terjadi sebelumnya, 

yaitu pendugaan tanah sebagai Hak Guna Bangunan padahal yang 

sebenarnya merupakan tanah Hak Pakai, maka Pusat Penelitian Teh dan 

Kina dapat mengaplikasikan secara tegas sistem dalam Pendaftaran Tanah, 

khususnya sistem publikasi. Maksudnya, dengan menerapkan asas publikasi 

dalam pendaftaran tanah ini, masyarakat akan mengetahui kebenaran yang 

ada dalam data Pusat Penelitian Teh dan Kina. 

  Sistem publikasi yang digunakan tetap seperti dalam pendaftaran 

tanah menurut Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu sistem 

negatif yang  mengandung unsur positif, karena akan mengahasilkan surat-

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, 

seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 



32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bukan sistem publikasi 

negatif yang murni. Sistem publikasi negatif yang murni tidak akan 

menggunakan sistem pendaftaran hak. Juga tidak akan ada pernyataan 

seperti dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, bahwa sertifikat merupakan 

alat bukti yang kuat. 

  Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagimana ditetapkan dalam 

pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 

rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang 

hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. 

  Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa 

akhir kegiatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

yang diadakan oleh pemerintah adalah pemberian surat-surat tanda bukti 

hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 



1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa surat tanda bukti hak 

atas tanah yang didaftar dinamakan sertipikat.6   

  Karena kesalah pahaman warga masyarakat Desa Cibeureum yang 

menganggap bahwa tanah kebun percobaan di KP Cinchona adalah tanah 

Hak Guna Usaha tidak benar kemudian perbuatan pengambil alihan 

dilakukan, maka masyarakat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 

terhadap Pusat Penelitian Teh dan Kina yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum lalu membawa kerugian kepada 

seorang lain, maka orang tersebut yang karena salahnya menimbulkan 

kerugian tersebut harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, seperti 

halnya masyakarakat desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten 

Bandung yang merugikan Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK). 

  Atas dasar inilah Pusat Penelitian Teh dan Kina dapat menggugat 

warga/masyarakat yang melakukan pengambil alihan tanah tanpa izin dari 

yang berhak dan permasalahan tanah dapat diselesaikan di Pengadilan 

Negeri. 

 

                                                           
  6 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana,  Jakarta, 

 2011,  hlm  259. 


